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BIODATA

A. Biodata Pribadi

Nama

Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

No. Handphone

E-mail

B. Riwayat Pendidikan

1
2
3.
4

SMAN 1 Maros

Dapartemen IImu Administrasi

C. Pengalaman Organisasi

1. Humanis Fisip Unhas

2. Prisma Fisip Unhas

3. Genbi Universitas Hasanuddin
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in 2 : Dokumentasi Penelitian

: Nur lhsma
: Maros, 14 Januari 2002
: Perempuan

: Perumnas Tumalia Maros B/34

082393435063

: nurihsmal4@gmail.com

. SDN 241 Inpres Perumnas Tumalia
. SMPIT Al-Ishlah Maros

. Universitas Hasanuddin , Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik.
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(Dokumentasi wawancara bersama NR selaku Kepala Dinas DPMPTSPK/Mal

Pelayanan Publik Kabupaten Maros)

1entasi wawancara bersama HR selaku Sekertaris Dinas DPMPTSPK/Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Maros)
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(Dokumentasi wawancara bersama MG selaku Kepala Subbagian Umum
dan kepegawaian DPMPTSPK)

(Dokumentasi wawancara bersama HS selaku Kepala Bidang Pengaduan

dan pelaporan pelayanan DPMPTSPK)
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(Dokumentasi wawancara bersama bapak AR dan teman-temannnya
selaku pegawai pelayanan publik Bapenda di Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Maros)

(Dokumentasi wawancara bersama N selaku pegawai pelayanan PLN di

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Maros)
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(Dokumentasi wawancara bersama H selaku pegawai pelayanan Dinas

sosial di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Maros)

(Dokumentasi wawancara bersama H selaku pegawai pelayanan Dinas

sosial di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Maros)

85



Optimized using
trial version
www.balesio.com

(Dokumentasi wawancara bersama B selaku pegawai pelayanan Bank

Sulselbar Syariah Cabang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Maros)

(Dokumentasi wawancara bersama A dan R selaku masyarakat yang

lakukan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Maros)
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(Dokumentasi wawancara bersama M selaku masyarakat (pengusaha)
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(Dokumentasi wawancara bersama SA selaku masyarakat yang melakukan

pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Maros)
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PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN
JLAP. Pettarani, Gedung MPP Maros Telepon (0411) 373884 Kode Pos 90516
Emul 1l Website : www dprpts id

adminadpmptso maroskaby go ) maroakab g

Nomar: $62 (134 / Do g4 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Megawati, S.E
NIP 197 109082007012017
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa ¢

Numa Nur [hsma

NIM LOL1201076

Asal Perguruan Tinggi : Univeristas Hasanuddin
Jurusan Hmu Administrasi Publik
Fakulias - Hmu Sosial dan Hmu Politk

Teluh melakukan penelitian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Maros, terhitung dan
tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan selesai.

Demikinn surat keterangan im diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sehagaimana mestinya,

Maros, 22 April 2024

0 Kqula Kasubag Umum

/ ' / “dan Kepegawaian,
E ( \ [ mMﬂ\Q
VN Ay &

NIP. 197109082007012017
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10.

11

12.

13.

14.

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2075
Nomor 1959);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1573);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Nomor 7).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL

PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAROS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

{43
2.

»

10.

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian,
lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada
1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan,
jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, Kkorporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan Pelayanan Publik.

Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan
Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi
Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan Pelayanan Publik.

Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi
Penyelenggara di MPP.
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11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan
ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta
yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Sarana dan Prasarana MPP yang selanjutnya disebut Sarana dan
Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas
yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan
kegiatan yang berhubungan dengan MPP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan mal pelayanan publik di Kabupaten Maros sebagai
perwujudan kota maju, inovatif dan berkelanjutan.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan
kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;

b. meningkatkan daya saing daerah dan iklim investasi dalam memberikan
kemudahan berusaha di Daerah;

c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi
pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam satu
lokasi atau Gedung yang sama; dan

d. meningkatkan komitmen, kerjasama, koordinasi antara para
penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan
pengembangan pelayanan publik.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggaraan MPP;

b. pelaksana dan mekanisme penyelenggaraan MPP;
c. pembiayaan; dan

d. monitoring dan evaluasi.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. penyelenggara;

b. pengikutsertaan pelayanan; dan

c. sarana dan prasarana.

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

(1) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
diselenggarakan oleh DPMPTSP.

(2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan gerai
layanan.

(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Penyelenggara MPP mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

™

penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;

penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan
pelayanan dalam MPP;

penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar
Pelayanan;

penyediaan tata tertib;

penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan

g. penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung

dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam
penyelenggaraan MPP; dan

. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Bagian Kedua
Pengikutsertaan Pelayanan

Pasal 6

(1) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
mengikutsertakan Organisasi Penyelenggara sesuai kebutuhan.

(2) Pengikutsertaan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penandatanganan perjanjian pcnempatan
pelayanan pada MPP.

(3) Penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP
dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana
Pasal 7

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
disediakan oleh Penyelenggara MPP.

(2) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara MPP.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam sarana dan prasarana oleh
Organisasi Penyelenggara dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Peralatan dan perlengkapan pelayanan disediakan oleh Penyelenggara MPP
dan/atau Penyelenggara Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan
pada MPP sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABV
PELAKSANA DAN MEKANISME
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 8

(1) Pelaksana terdiri dari :
a. Unsur Dinas; dan
b. Unsur Organisasi Penyelenggara MPP.

(2) Jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikoordinasikan oleh Penyelenggara MPP.

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkompeten dalam
memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat
memberikan bantuan pelayanan kepada Organisasi Penyelenggara di MPP
dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan kesepakatan masing-
masing.

(2) Penyelenggara MPP dapat memberikan saran dan masukan kepada
Organisasi Penyelenggara terkait jumlah Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dibutuhkan.

Pasal 10

(1) Organisasi Penyelenggara dapat melakukan pergantian / penambahan /
pengurangan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

2) Pergantian/penambahan/pengurangan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Penyelenggara MPP.
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Pasal 11

(1) Penyelenggara MPP bertanggung jawab untuk menyediakan pelaksana yang
terdiri dari :

a. teknisi/tenaga pengelola teknologi informasi;
b. teknisi/tenaga pengelola kelistrikan;

c. layanan kebersihan (cleaning service);

d. petugas informasi layanan MPP;dan

€. unit penanganan pengaduan layanan MPP.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,
administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Organisasi
Penyelenggaranya masing-masing.

(3) Pelaksana bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam
lingkungan MPP.

Bagian Kedua
Kehadiran Pelaksana

Pasal 12

(1) Penyelenggara MPP bertanggung jawab dalam menyusun mekanisme
kehadiran pelaksana.

(2) Mekanisme kehadiran pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun melalui koordinasi dengan Organisasi Penyelenggara.

(3) Mekanisme kehadiran pelaksana dapat dilakukan berdasarkan
penjadwalan atau undangan untuk pelayanan tertentu.

(4) Mekanisme kehadiran pelaksana ditetapkan melalui Keputusan Penyelenggara
MPP.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Pasal 13

(1) Mekanisme pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas tetap
dilaksanakan dengan prinsip pelayanan terpadu satu pintu sesuai
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penyelenggara MPP dan Organisasi Penyelenggara dalam memberikan
pelayanan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Standar
Pelayanan.

(3) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dan dibahas bersama oleh Penyelenggara
MPP dan Organisasi Penyelenggara.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri dari :

a. pelayanan langsung;

b. pelayanan secara elektronik;

c. pelayanan mandiri; dan/atau

d. pelayanan bergerak/keliling.

Mekanisme antrian pemohon/pengunjung gerai layanan dapat dilakukan
secara daring dan luring.
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(3) Layanan di MPP diintegrasikan secara elektronik melalui sistem informasi
yang dikelola/disediakan oleh Penyelenggara MPP.

(4) Layanan yang diintegrasikan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Penyelenggara MPP kepada Organisasi
Penyelenggara di MPP.

(5) Waktu pelayanan MPP ditetapkan oleh Penyelenggara MPP.

Bagian Keempat
Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Pasal 15

(1) Penyelenggara MPP bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi
Pelaksana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Peningkatan kompetensi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi petugas pelayanan/petugas front office.

(3) Peningkatan kompetensi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis.

(4) Pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a. biaya operasional;

b. pemeliharaan gedung;

c. listrik;

d. air bersih;

e. jaringan internet;

f. telepon;

g. biaya pengadaan; dan

h. perawatan dan/atau pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
pelayanan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf f dalam penyelenggaraan MPP dibebankan pada anggaran
Penyelenggara MPP.

(3) Sumber anggaran penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari :

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h yang
dimiliki oleh Organisasi Penyelenggara di MPP dibebankan kepada
anggaran Organisasi Penyelenggara masing-masing.

(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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